BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme
penyelesaian sengketa yang dimiliki ASEAN seperti Treaty of Amity and
Cooperation 1976, The 2019 ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement
Mechanisms (DSM) dan The 2010 ASEAN Charter Protocol on Dispute
Settlement Mechanisms sangat jarang atau bahkan tidak pernah dijadikan forum
penyelesaian sengketa perdagangan oleh para negara anggota.

Tidak dapat dihindari bahwa suatu konflik atau sengketa perdagangan di
dalam hubungan antar negara mungkin dapat terjadi. Jika dilihat dari ASEAN,
negara anggota ASEAN pernah bersengketa dengan negara anggota ASEAN dan
non anggota ASEAN. Contohnya adalah kasus sengketa Prohibition of Imports of
Polyethylene and Polypropylene (Singapore Vs Malaysia, 1995), Case on
Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from the Philippines (Thailand Vs
Philippines, 2008), Safeguard on Certain Iron or Steel Products (Vietnam v
Indonesia, 2015), Certain Measures Affecting the Automobile Industry (Jepang v
Indonesia) dan Measures Affecting Trade and Investment in the Motor Vehicle
Sector (Amerika Serikat v Filipina).

Dari sengketa perdagangan yang pernah dibawa ke forum internasional
diatas, tidak ada satupun kasus yang dibawa untuk diselesaikan melalui
mekanisme penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh ASEAN. Semua sengketa
perdagangan diatas diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang
dimiliki oleh WTO. Dari tahun ke tahun, negara anggota ASEAN selalu
mempercayai WTO sebagai sarana dalam menyelesaikan sengketa dagang yang
mereka hadapi.

Di satu sisi, ASEAN sebagai organisasi regional mempunyai prosedur dan
aturan sendiri untuk menyelesaikan sengketa dagang yang melibatkan negara
anggota bahkan negara non anggota ASEAN. Agreement for the Promotion and
Protection of Investments in 1987 dibuat oleh ASEAN dalam rangka melindungi

74



investasi yang dilakukan oleh para negara. Di dalam instrumen ini, terdapat
prosedur mengenai tata cara yang dapat dilakukan para pihak bila terjadi sengketa
yang melibatkan investasi, contohnya adalah melalui konsiliasi dan arbitrase.
Sementara DSM ASEAN menekankan untuk para pihak yang mengajukan
komplain dapat menyelesaikan sengketa secara konsultasi, good offices, konsiliasi
dan mediasi.

Masalah yang terdapat di dalam mekanisme penyelesaian sengketa
ASEAN tidak hanya berasal dari satu sumber melainkan setelah dianalisis,
masalah timbul pada aturan prosedur penyelesaian sengketa, sistem infrastruktur
penyelesaian sengketa dan budaya ASEAN. Mulai dari aturan prosedur
penyelesaian sengketa yang mempunyai legal uncertainty pada bagian covered
agreements yang belum diresmikan oleh sekretariat ASEAN sehingga yurisdiksi
dari keberlakuan ketentuan tersebut. Pada bagian sistem infrastruktur, tidak
adanya lembaga yang memiliki kekuasaan yudisial absolut yang dapat membuat
keputusan berdasarkan hukum dan lemahnya interpretasi yang dilakukan oleh
Sekretariat ASEAN. Pada bagian budaya ASEAN, negara anggota cenderung
memilih jalur alternatif seperti konsultasi dan memprioritaskan konsensus untuk
menyelesaikan konflik ketimbang menggunakan prosedur pengadilan putusan
yang mengikat secara hukum. Hal inilah yang secara tidak langsung melemahkan
mekanisme penyelesaian sengketa yang dimiliki ASEAN itu sendiri.

Sehingga penelitian ini juga menganalisis mengenai upaya yang dapat
dilakukan oleh ASEAN sebagai organisasi regional dalam meningkatkan
penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa yang dimiliki. Upaya yang bisa
dilakukan ASEAN dimulai dari memperbaiki sistem ASEAN untuk mendorong
partisipasi publik yang lebih luas, peningkatan transparansi dalam konteks proses
panel dan badan banding, serta sistem pengambilan keputusan oleh KTT ASEAN
yang menjadi negative consensus. Selain itu, DSM ASEAN harus menjadi
instrumen yang lebih menekankan pada rules based system daripada relations
based system dan membuat ketentuan yang mengikat bagi para pihak yang

terlibat.
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5.2. Saran

1.

ASEAN harus mengimplementasikan prinsip rules based system secara
menyeluruh ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa agar penciptaan
kepastian hukum atau legal certainty bagi mekanisme penyelesaian
sengketa, sehingga ASEAN DSM dapat efektif menyelesaikan sengketa

negara anggota.

Sejak 2019, WTO menghadapi sebuah masalah yaitu tidak berfungsinya
pada badan banding. Hal ini disebabkan oleh kekurangan anggota yang
memadai di dalam WTO Appellate Body. Sehingga hal ini menimbulkan
yang menciptakan ketidakpastian hukum bagi negara-negara anggota
WTO, termasuk negara-negara anggota ASEAN di dalamnya. Dengan
adanya masalah ini, ASEAN dapat mempromosikan mekanisme
penyelesaian sengketa yang dimiliki agar dapat digunakan oleh negara
anggota. Tentunya, hal ini harus diiringi dengan perbaikan aturan sistem

dan infrastruktur di dalam ASEAN DSM.

. ASEAN harus membuat ketentuan yang mengatur bahwa keputusan

mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN mengikat bagi pihak yang
bersengketa. Selain itu, ASEAN harus membuat ketentuan mengenai
sanksi bagi negara pihak sengketa yang tidak patuh terhadap putusan yang
dihasilkan melalui ASEAN DSM.
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